
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N;m: ;l); 

2. Vndang-Vndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Vndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

1. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Batas Jumlah Vang Persediaan dan Ganti Vang Persediaan pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2016; 

d. 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran 
Vang Persediaan (SPP-VP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti 
Vang Persediaan (SPP-GV) adalah wewenang Bupati; 

c. 

bahwa untuk pengendalian pengeluaran anggaran belanja dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus perlu 
diatur batas jumlah uang persediaan dan ganti uang persediaan 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2016; 

b. 

;at 

ang a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan 
kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupat~n 
Kudus Tahun Anggaran 2016, masing-masing Satuan Kerja 
Perangkat Daerah perlu disediakan uang persediaan; 

BVPATI KUDUS, 

TENTANG 
BATAS JUMLAH VANG PERSEDIAAN DAN GANT! VANG PERSEDIAAN 
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDVS 

TAHUN ANGGARAN 2016 

PERATURAN BVPATI KVDVS 
NOMOR 1 TAHVN 2016 

BUPATI KUDUS 



12 Peraturan Perncnntah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang S1ste111 
lnforrnasi Kr-uangan Ducrah [Leruburnn Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor I ]8, Ta1111J:1ha11 l.cmbnrnn 1q~ar,t l~c·publik 
Indoncsra 0111or l\:i7(,) :wl>ava1m:11w 1d.d1 drub.th tkngan 
Pera tu ran P1·11wrn11: 11 0111<n b:i Tuhun 2ll l O 1c1llang Pcrubuhun 
a as Peru uran flt·11H·11111:tl1 Nu11101 :>b Tuhuu 200S tentang Sistem 
lnforrnas: Kt:ua11g:111 l):wr:d1 (l.1·11d,ma11 Nq.:ara l~q>uulik Indonesia 
Tahun 20 IO ouior I I 0, Ti1111b,dt.111 Lcutlnuun Nvgaru lfrpubltk 
Indonesia Nomor S 155). 

l l Pera uran Pemcnniah Nomor 55 Tahun 2005 ten ang Dunu 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
, omor 137 Tambahan Lembaran egara Repubhk Indonesia lornor 
4575), 

l O Peral uran l crncnn .rh 1>11101 .i·I Tuhun 2005 ten tung P111J.iman 
Daerah (Lemb: ran Neg.11.1 l~t'publlk lndon ·s1a Tuhun 2005 1 .ornor 
136. Tarnbahan Lcmb.ir.in \·gc1ra Republik Indonesia ornor 457 ), 

q \'n:11\:rn11 \'1·11H·1111tnli Nc,11H>1 .\·I T111l1111 )IHH lt·11t.111p, l(C'dlldt1k.i11 
l'1111nk11k1 d.11\ \"n1.1111;,lll \'1111p111.111 d1111 i\11v.~:11l.1 lkw.111 i>!'IW.lki!.111 
\-;.\l,,.11 \),1c1,d1 (l.c111li,11.111 1·1::11.1 l~q111lilik l11dq1H .. 11.i T.1li11r1 ),()()4 
\)11\PI Ill), 'l':1111li;1h1111 l.1·111l1,111111 ('11,11111 l~t·pl ihhk lt1clfJ!lf''lld ()[rHir 

·14 l ol. sch.1g.11111:111.1 tl'l.d1 d111h:d1 lwlw1.q,.1 knh tc1;1kh11 cknv,~111 
Pcr.uurnu Pc11H·1111t.1h n111rn .' I 'I ,il11111 )(Hf/ tn1ta11v, l'c·c ubah.rn 
Kctigu .uus Pc1:tt111.111 l'n111·1111t.d1 Nuuuu ).•I T:d1u11 200 tc·nt;1n11, 
Kcdudukun P1ot\1h1k1 d:m h<'t1,111f,,t11 P11np1n:111 dun Anggot,1 Uewt111 
Perwakilan Rakyat D:1<'1,1h (I r-mlnu.ui Nq~,11;1 Rcpuhlik Indonesia 
Tahun _007 Nomo: ·1 i. 1'.u11li.1h.111 L<·111b.1r:111 Negara Rt·publik 
I ndonesin lomor ·171 .l). 

8 llnd:m1~-U11d:1111; Nn11111r ,l,\ '1'1d11111 .'01 ·I tt-1itH1111• l't·11w11ntnhan 
Dar ruh (Lcmh:1r:111 Nq:111.1 h'.<·in1liltl< l11tl(111,·!1lll T,d11111 '..>Ol·l Nornor 
2·1-1, Tumbuhun l.1•11l11.i11111 Nc·i•.111'11 l~c·p11lililc l11d1111('!llfl Noruur 5:i87), 
scb11gn111\l11111 11·\11h tl111h11h lwlH·1111111 lrnl1 tr ruklnr clt·11g1111 U11clang 
Und.uu; Nomot ll '1'1d11111 -~111 :, t1·11t111w. l'c111l11tl1i111 J(cdu.i ntas 
llndnn~ Undn11~: No111111 }.\ '1'11h1111 '.\(l l·I 11'1111111~: f'1·11wr1nt11han 
l),H'l"llh (l.c·111b111.111 Nq:11rn h'.q11tl1lil< l11clillir:1111 T1d11111 ~w,~, omnr 
~~. T.rn1b:il1.111 l.<·111\1,11.111 Nq:11111 lfrpul,lil< l11dr111<",111 Nw11rJ1 ~if,7'J}. 

7. Undang-Undang Nomor :13 Taltu11 2004 icntaug Penmbangan 
Keuangan antaru Perncriutuh Pusnt dun Pcmcrrutahan Daerah 
(Lernbaran Negara Rcpuhlik lndo11<·sm Tuhuu 2004 Nornor 12(1, 

Tnmbahuu Lcmburau Negnrn l~\'puhlil< lndonvsiu Nornor 4'138). 

l> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentaug S1stt:rn 
Pcrencanaan Pcmbangunnn Nasional (Lernbaran Negara Rcpubl!k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4421); 

S Und.uu; U11da11g No111or l;; Tahuu '.2004 tc11lu111-: IJt'HJ('rJki,<1,..1ll 
Pcngelolaan dan 'I'anggung .Juwab Kcuangan Negara (Lernbc1r.n1 
Negara Republik Indonesia Tahun '.2004 Nornor Gu, TL1mbahar1 

Lcrnbarun Negara Republik Indonesia Nomor 44UO), 

.\- U11daug Uudnng Noruor I 'l'ahun 20(n tcntanj; Pnkt1cl,d1arw1n 
N1:ga1:1 ( Lcinbu ran Negara Rcpuulik I ndoncsm Tnh un J004 Norn: .r ~', 
'l'ambahan Lernbarau Negara Rcpublik lndoncsin No11101 4;;~?i) 



1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pasul l 

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN 
DAN GANT! UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016. 

apkan 

MEMUTUSKAN 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2015 Nomor 12); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pckok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 

18. Peraturan Menteri Dalarn Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 20 I I ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 31 O); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

15 Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

H Peraturan Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pedomnn 
J\:111b111aa11 dan Peiigawasan Pcnyelenggaraan Pemerintahan 
Dacrah (Lcmbnrnn Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 
165, Tambahan Lernbarun Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

1.1. Peraturan Pcmcrintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pcngclolaan 
Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4578); 

J 



Batas jurnlah pengajuan Tambahan Uang harus mendapat persetujuan 
dari PPKD dengan rnemperhatikan rincian kebutuhan dan waktu 
penggunaan 

Pasal6 

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang mernerlukan 
pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa 
dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SK?D dapat mengajukan 
Tambahan Uang. 

PasalS 

Pengajuan Ganti Uang Persediaan , diajukan setelah Uang Persediaan 
digunakan paling sedikit 50% ( lirna puluh persen ) dengan 
melampirkan surat pertanggungjawaban dan bukti pendukung. 

Pasal4 

Pengajuan besaran Uang Persediaan pada tiap SKPD tidak 
diperbolehkan melebihi batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 

Pasal 3 

( 1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar : 
Seperduabelas dari penjurnlahan Belanja Pegawai Non LS ditambah ~ 
Belanja Barang Jasa Non LS ditambah Belanja Modal Non LS. 

(2) Batas jumlah Uang Persediaan pada SKPD di Kabupaten Kudus 
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

2 Bupati adalah Bupati Kudus. 
J Saiuan Kerja Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKPD 

ndalah Perangkat Da rah pada Pernerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran / pcngguna barang. 

4 Pejabat Pcngelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah Kepala Saluan Kerja Perangkat Daerah yang 
mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

5. Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian 
kembali {reuoluzng) yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran 
langsung. 

6 Ganti Uang Persediaan adalah permintaan pengganti uang 
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran 
Jangsung. 

7. Tambahan Uang Persediaan adalah permintaan uang guna 
rnelaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak 
dapat digunakan untuk pernbayaran Iangsung dan uang persediaan. 



NOOR YASIN 

'\ DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 1 

S DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

mgkan di Kudus 
inggal 7 J <'JlU..":.!'i 2016 

Telah diteliti alas kebenarannya : 
No. Jabatan 

1 sro 
' ' ,_ 

• , vf,l>r,i~ 

4 f'.E"!.'..A BPGIO~J I 
KAN ror:. / B!DANG 

5 BAG.HUKUM/LAINNYA 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas 
penggunaan uang persediaan yang dokumennya scsuai peruntukan 
yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pclaksanaan Anggaran, dan 
berdasar pada prinsip tcpat aturan, tcpat adrninistrasi, tepat sasaran, 
tepat manfaat dan tepat waktu. 

Pasal 9 

Kctentuan batas waktu penyetoran sisa Tambahan Uang sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk: 
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 ( satu) bulan; dan 
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah 

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna 
Anggaran ( PA )/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Pasal 8 

Dalam hal dana Tarnbahan Uang tidak babis digunakan dalarn waktu 1 
( satu ) bulan, maka sisa tambahan uang harus disetor ke rekening kas 
umum daerah. 

Pasal 7 

5 



, DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 

ngkan di Kudus 
nggal 7 J.:un.ui.r.i 201,6 

DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 

Kepala SK.PD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas 
penggunaan uang persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan 
yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan 
berdasar pada prinsip tepat aiuran, tepat administrasi, tepat sasaran, 
tepat manfaat dan tepat waktu. 

Pasal 9 

Kcrcntuan batas waktu penyetoran sisa Tarnbahan Vang sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk: 
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi l ( satu ) bulan; dan 
b kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah 

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna 
Anggaran ( PA )/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Pasal 8 

Dularn hnl churn Tambahan Ua11g tidak habis digunakan dalarn waktu l 
( satu ) bulan, maka sisa turnbahan uang harus disctor ke rekcrnng kas 
umurn daerah 

Pasal 7 
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